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Abstrak 
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka 

panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia 
membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan 
seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa 
keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-
undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-
Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi 
kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan 
psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku 
belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan 
peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan 
perlindungan yang lebih baik bagi korban. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual, Implementasi. 
 

Abstract 
Sexual violence against children is a serious issue that has long-term impacts on victims. Legal 

protection for child victims of sexual abuse in Indonesia requires urgent attention, as the implementation of 
existing regulations is still inadequate. This study aims to analyze the legal framework for protecting child 
victims of sexual abuse in Batam City and to evaluate whether this protection provides a sense of justice. 
Using a normative juridical method with case, legislative, and conceptual approaches, the study found that 
despite strong regulations such as the Child Protection Act and Batam City Regional Regulation, 
implementation faces challenges. These include limited budget, investigative difficulties, and a lack of 
psychosocial support for victims. The court’s decision, sentencing the perpetrator to 12 years in prison, does 
not fully reflect justice for the victim. This research recommends increasing funding, the active role of 
KPPAD, and psychosocial support to ensure better protection for victims. 

Keywords: Legal Protection, Child, Sexual Abuse, Implementation. 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia memiliki tuljulan untuk menjamin hak-hak 

masyarakat dan melindungi melrelka dalam seltiap aspelk kelhidulpan.1 Namuln, 

kelnyataannya di masyarakat, banyak telrjadi pelnyimpangan dari tuljulan yang telrcantulm 

dalam Ulndang-Ulndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Saat ini, 

belrbagai pelrmasalahan hulkulm belrmulncullan dan pelrilakul manulsia julga selmakin 

                                                           
1 Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, 
Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hukum Tata Negara, ed. 
Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SX
QeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM. 
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melnyimpang dari norma-norma yang belrlakul dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

melngakibatkan telrjadinya pellanggaran hulkulm ataul keljahatan. Salah satulnya adalah 

pellelcelhan selksulal pada anak.2 

Pellelcelhan selksulal pada anak selring kali dianggap selbagai tindakan yang 

mellibatkan paksaan ulntulk mellakulkan hulbulngan selksulal ataul melmbulat selselorang 

melnjadi obyelk pelrhatian yang tidak diinginkan olelh korban. Ini belrarti, pellelcelhan 

selksulal dapat melncakulp pelrilakul tidak pantas selpelrti selntulhan pada bagian tulbulh 

yang selnsitif, pelnggulnaan kata-kata ataul pelrnyataan yang cabull. Pellelcelhan selksulal 

dianggap selbagai keljahatan karelna korban dari tindakan telrselbult jellas-jellas tidak 

melnginginkannya.3 Tindakan kelkelrasan dan pelnyiksaan melrulpakan pelrilakul yang 

sangat melrulgikan dan dapat melnghasilkan elfelk traulmatis dan keltakultan pada individul 

lain.4 

Perlindungan anak dari pelecehan seksual merupakan kewajiban moral dan hukum 

bagi setiap individu dan negara. Dalam UUD NRI 1945, hak anak diakui sebagai bagian 

dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2), yang 

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Konvensi Hak Anak, yang mulai berlaku 

pada 2 September 1990 setelah diadopsi oleh PBB pada 20 November 1989, menegaskan 

bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan. Konvensi ini bertujuan 

memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memberikan perlindungan khusus untuk 

menjamin kesejahteraan mereka.5 

Atas dasar pelngakulan hak anak yang ulnivelrsal ini, Indonelsia melmiliki pelratulran 

khulsuls yang melngatulr telntang pelrlindulngan anak yaitul Ulndang-Ulndang Relpulblik 

Indonelsia Nomor 35 Tahuln 2014 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 23 

Tahuln 2002 telntang Pelrlindulngan Anak dalam pasal 1 melnyatakan bahwa selselorang 

yang bellulm belrulsia 18 tahuln, telrmasulk anak yang masih dalam kandulngan diselbult 

selbagai anak. Anak julga diselbult gelnelrasi mulda selbagai pelnelruls ulntulk melwuljuldkan 

cita-cita bangsa dan aselt pelnelntul kelpultulsan gelmilang dimasa melndatang.6 Anak-anak 

                                                           
2 Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, ―Analisis Perlindungan Hukum Terhadap 

Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,‖ Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 42, 
https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf. 
3 Meliana Br Sibarani and Abdurrakhman Alhakim, ―Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan 
Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana,‖ JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 2 
(2022): 1096. 
4 Supadmi Wirayatni et al., ―Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai 
Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia,‖ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan 
Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 1 (2021): 17. 
5 Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, ―Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan 

Pemenuhan Hak Anak,‖ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 3 (2023): 146. 
6 and Rila Puspita Wardani. Anik Iftitah, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, 
―Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, 
Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,‖ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA 
NEGARA 1, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592. 
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harus dipersiapkan dengan baik untuk masa depan dengan memenuhi kebutuhan fisik 

dan psikologis mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari 

berbagai bentuk kejahatan. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan hukum terhadap 

ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Anak yang menjadi korban pelecehan 

seksual memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 

15. Pasal 9 ayat (1) poin a menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di 

lingkungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Sementara itu, Pasal 15 

menegaskan perlindungan anak dari penyalahgunaan politik, konflik bersenjata, dan 

tindak kejahatan seksual.7 

Perlindungan anak, menurut Ahmad Kamil, merupakan tanggung jawab bersama 

yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hak anak terpenuhi. 

Pengawasan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah penting untuk mencegah 

pengaruh negatif yang dapat menghambat perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 menegaskan prinsip perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, 

kepentingan terbaik anak, serta hak untuk hidup dan berkembang. Di era digital, 

ancaman seperti eksploitasi daring dan perundungan siber semakin meningkat, sehingga 

diperlukan literasi digital dan regulasi yang efektif. Selain itu, perlindungan hukum bagi 

anak korban eksploitasi seksual masih menghadapi tantangan, terutama dalam 

implementasi dan pendampingan hukum bagi korban.8  

Selain itu, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga memerlukan 

perlindungan khusus. Hermana menjelaskan bahwa anak yang menjadi pengguna 

narkotika harus diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan 

sekadar objek hukuman pidana.9 Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dalam 

sistem hukum diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh 

perlindungan yang maksimal. 

Melskipuln ulpaya pelrlindulngan anak tellah diatulr selcara khulsuls di Indonelsia, anak 

masih selring melnjadi sasaran tindak kriminal selrta kelkulatiran pelnindasan, telrmasulk 

kelkelrasan dan pellelcelhan selksulal. Kelkelrasan selksulal kelpada anak telruls belrlanjult tanpa 

helnti. Anak-anak selring kali melnjadi korban kelkelrasan selksulal olelh anggota kellularga, 

telman, ataul bahkan orang asing. Kondisi ini telrjadi karelna pandangan bahwa anak 

adalah objelk yang lelmah dan tidak mampul melmpelrtahankan diri. Pandangan selmacam 

                                                           
7 Afandy and Desiandri, 148. 
8 Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, ―Perlindungan Hukum Anak 
Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak,‖ Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 1 (2023): 104. 
9 Hermana, ―Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihunbungkan Dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,‖ Jurnal 
Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017): 161. 
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ini melrulpakan kelsalahan belsar yang pelrlul diulbah dan disadari bagi selmula pihak selrta 

masyarakat selcara melnyellulrulh.10 

Melnulrult Portal Satul Data Indonelsia olelh Kelmelntelrian Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan 

dan Pelrlindulngan Anak  tahuln 2023, data kelkelrasan telrhadap anak di Indonelsia 

melmiliki julmlah korban yang culkulp signifikan, delngan belrbagai jelnis kelkelrasan yang 

dialami diantaranya pada kelkelrasan selksulal melncatat julmlah telrtinggi delngan 10.932 

kasuls, disulsull olelh kelkelrasan psikis selbanyak 4.511 kasuls, dan kelkelrasan fisik selbanyak 

4.410 kasuls. Sellain itul, telrdapat 1.332 kasuls pelnellantaran anak, 260 kasuls elksploitasi, 

dan 206 kasuls telrkait Tindak Pidana Pelrdagangan Orang (TPPO). Sellain katelgori 

telrselbult, telrcatat pulla 2.507 kasuls kekerasan lainnya yang dialami olelh anak-anak.11 

Melnulrult data belrdasarkan Simfoni-PPA tahuln 2023, dari julmlah kelsellulrulhan korban 

kelkelrasan, telrdapat 18.175 kasuls kelkelrasan telrhadap anak delngan 14.449 kasuls dialami 

anak pelrelmpulan dan 5.772 kasuls dialami anak laki-laki.12 

Menanggapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, berbagai langkah 

perlindungan hukum telah diterapkan. Dalam penelitian Ida Ayu Sadnyini berjudul 

―Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi 

Kasus di Polda Bali)‖, dijelaskan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

di Polda Bali aktif memberikan pendampingan hukum dan psikiatri bagi korban. 

Perlindungan ini dilakukan sejak penyelidikan hingga proses peradilan, serta disertai 

sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan seksual. Mengingat anak-anak 

rentan menjadi korban, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif, baik dalam 

bentuk pencegahan maupun penanganan, guna menjamin hak-hak mereka tetap 

terlindungi.13 

Selbagai langkah lelbih lanjult dalam ulpaya pelrlindulngan anak, salah satul belntulk 

relgullasi yang melngatulr pelrlindulngan anak di Kota Batam adalah Pelratulran Daelrah 

Nomor 2 Tahuln 2016 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan Anak. Pelrda ini 

melrulpakan bulkti nyata kelselriulsan Pelmelrintah Kota Batam dalam melmbelrikan 

pelrlindulngan khulsuls bagi anak-anak dari tindakan kelkelrasan. Pelrda ini dibulat 

belrdasarkan pelrtimbangan ulntulk melnjamin dan mellindulngi hak-hak anak agar melrelka 

dapat hidulp, tulmbulh, belrkelmbang, dan belrpartisipasi selcara optimal, delngan 

melnghormati harkat dan martabatnya selrta telrlindulngi dari kelkelrasan, diskriminasi, 

dan pellanggaran hak lainnya. Pelrlindulngan ini telrbelntulk diulpayakan ulntulk 

mellindulngi anak-anak dari pelrilakul ataul tindakan individul ataul kellompok yang 

melrulgikan ataul melmbahayakan melrelka. Pasal 1 ayat 14 melnyatakan bahwa hak anak 

                                                           
10 Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, ―Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 
320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn),‖ Jurnal Mercatoria 16, no. 1 (2023): 14. 
11 ―SIMFONI-PPA,‖ accessed October 10, 2024, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. 
12 ―SIMFONI-PPA.‖ 
13 Ida Ayu Sadnyini and Sang Putu Wedha Rama, ―Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali),‖ Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2 
(2022): 163–73. 

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi


  

Jurnal Supremasi, Volume 1 Nomor 15  Tahun 2025 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi  
 

 
                   p-ISSN: 2088-1533 

e-ISSN: 2527-3353 

 

51 | Page 

melrulpakan bagian dari hak asasi manulsia yang haruls dijamin, dilindulngi, dan dipelnulhi 

olelh orang tula, kellularga, masyarakat, pelmelrintah, dan nelgara. Kellompok yang relntan 

dan melmelrlulkan pelrlindulngan agar hak-hak melrelka teltap telrjaga diselbult selbagai anak. 

Tuljulan perlindungan anak di Indonelsia ulntulk melmastikan bahwa anak-anak dapat 

tulmbulh dan belrkelmbang selcara optimal.14 

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diterapkan, angka kasus kekerasan di 

Kota Batam terus meningkat. Berdasarkan data Simfoni-PPA tahun 2023, Provinsi 

Kepulauan Riau mencatat 368 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya adalah 

Kabupaten Karimun dengan 28 kasus, Kabupaten Bintan 43 kasus, Kabupaten Natuna 57 

kasus, Kota Batam 115 kasus, Kota Tanjungpinang 64 kasus, Kabupaten Lingga 35 kasus, 

dan Kabupaten Kepulauan Anambas 21 kasus.15 

Di Kota Batam, Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melaporkan 

bahwa pada tahun 2023 telah menangani 132 kasus kekerasan terhadap anak dan 43 

kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

regulasi di tingkat nasional maupun Peraturan Daerah (Perda) di Kota Batam, 

implementasinya masih menghadapi kendala. Faktor utama yang menghambat 

efektivitas penegakan hukum di lapangan meliputi keterbatasan sumber daya, 

kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta masih lemahnya pengawasan terhadap 

pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.16 

Upaya meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Batam 

memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Edukasi 

serta optimalisasi layanan pengaduan menjadi langkah strategis untuk menekan angka 

kekerasan terhadap anak. Diperlukan evaluasi dan peningkatan implementasi kebijakan 

agar perlindungan lebih efektif.  Penelitian ini mengangkat kasus pelecehan terhadap 

anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

17/Pid.Sus/2024/PN Btm. Tujuannya adalah mengkaji regulasi perlindungan hukum 

bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia serta mengevaluasi apakah putusan 

tersebut telah memberikan keadilan yang dirasakan oleh para korban. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang tellah diuraikan, pelnullis melneltapkan pelrulmulsan 

masalah selbagai belrikult: Bagaimana pelngatulran pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak 

selbagai korban pellelcelhan selksulal di Indonelsia? Apakah pelrlindulngan hulkulm telrhadap 

anak selbagai korban pellelcelhan selksulal pada pultulsan nomor 

17/Pid.Suls/2024/Pelngadilan PN Btm tellah melmbelrikan rasa keadilan bagi korban?. 

                                                           
14 Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap 
Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 
320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." Jurnal Mercatoria 16.1 (2023): 13-30, h. 20. 
15 Simfoni-PPA. "Simfoni-PPA." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
2023, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. 
16 Mediacenter. "Data Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia." Mediacenter, 2024, 

https://bitly.cx/xv8pt.  
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METODE PENELITIAN 

Pelnellitian ini melnelrapkan meltodel yulridis normatif delngan fokuls pada analisis 

stuldi kasuls delngan 3 (tiga) pelndelkatan yaitul pelndelkatan kasuls, pelrulndang-ulndangan, 

dan konselptulal. Pelndelkatan kasuls dalam pelnellitian normatif belrtuljulan ulntulk 

melngelksplorasi pelnelrapan norma-norma ataul prinsip-prinsip hulkulm dalam praktik 

hulkulm, khulsulsnya mellaluli analisis kasuls-kasuls yang suldah dipultulskan. Hasil analisis 

kasuls telrselbult kelmuldian dapat digulnakan selbagai landasan ulntulk melnjellaskan 

felnomelna hulkulm yang rellelvan.17 Pelndelkatan ulndang-ulndang yang mellibatkan 

pelnellaahan telrhadap selmula pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul telrkait 

sulbjelk yang dibahas. Pelndelkatan konselptulal yang melngkaji telori dan pelrspelktif yang 

belrkelmbang dalam ilmul hulkulm.18 Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk melnganalisis hulkulm 

delngan melninjaul nilai-nilai dasar hulkulm, belrfokuls pada aspelk keladilan delngan 

melngkaji seljaulh mana kelpultulsan pelngadilan telrselbult melmbelrikan pelrlindulngan yang 

adil dan belrmanfaat bagi anak selbagai korban selsulai delngan pelratulran ataul pultulsan 

hulkulm yang belrlakul delngan telknik pelngulmpullan data stuldi pulstaka yang rellelvan 

delngan topik pelnellitian selrta hasil wawancara.  

Data selkulndelr yang digulnakan belrsulmbelr dari bahan hulkulm primelr yaitul 

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonesia Nomor 35 Tahuln 2014 telntang Pelrulbahan Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 telntang Pelrlindulngan Anak dan Pelratulran 

Daelrah Kota Batam Nomor 2 Tahuln 2016 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan Anak. 

Bahan hulkulm selkulndelr belrsulmbelr dari hasil wawancara delngan Keltula KPPAD Kota 

Batam, wawancara delngan Kanit Polselk Seli Beldulk, dan pultulsan pelngadilan, selrta 

lainnya yang mampul melnjellaskan  bahan  hulkulm  primelr yaitul  bulkul-bulkul litelratulr 

ilmul hulkulm, karya ilmiah hulkulm, julga bahan lainnya yang belrikatan delngan 

pelrmasalahan dalam pelnellitian ini. 

 

PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan 

Seksual di Indonesia 

Pelningkatan kasuls pellelcelhan selksulal telrhadap anak seltiap tahuln melngancam 

pelran vital anak selbagai gelnelrasi pelnelruls bangsa. Olelh karelna itul, dipelrlulkan adanya 

pelrlindulngan hulkulm bagi anak yang melnjadi korban kelkelrasan selksulal delngan 

melnelrapkan hulkulman yang lelbih belrat telrhadap pellakul. Sellain itul, anak korban 

kelkelrasan selksulal haruls melndapatkan pelmullihan hak-haknya yang dijamin olelh nelgara 

mellaluli ulndang-ulndang khulsuls yang melngatulr dan mellindulngi anak dari keljahatan 

                                                           
17 Tahir, Rusdin, et al. ―Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan 

Praktik. PT‖. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, h. 99. 
18 Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (T. 23 (Ed.); Cet. 17).  Kencana. Dalam Adiansyah, 
Sayib Fauzi, et al. "Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana 
Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6.2 
(2024): 1432-1447. 
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selksulal.19 Pelratulran pelrlindulngan bagi korban pellelcelhan selksulal melrulpakan ulpaya 

komprelhelnsif ulntulk mellindulngi anak-anak yang melnjadi korban kelkelrasan/pellelcelhan 

selksulal.20 

Kelkelrasan telrhadap pelrelmpulan, telrultama anak-anak, di Indonelsia selring kali 

telrjadi. Salah satul pelristiwa belrseljarah yang telrkelnal delngan pellanggaran HAM 

telrhadap pelrelmpulan adalah Trageldi Meli 1998. Pada bullan telrselbult, didulga telrjadi 

belrbagai belntulk keljahatan kelkelrasan dan pellelcelhan selksulal yang belrsifat sistelmatis, 

transparan, dan vullgar. Anak-anak julga melnjadi korban kelkelrasan selksulal dalam 

pelristiwa ini, selhingga Prelsideln Jokowi mengeluarkan Pelrpul Nomor 01 Tahuln 2016 

melngelnai Hulkulman Ancaman Kelbiri pada pellakul pellelcelhan/kelkelrasan selksulalitas 

pada anak-anak, melngingat banyaknya kasuls pelrkosaan telrhadap anak.21 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa 

setiap anak berhak menjalani kehidupan yang layak, berkembang secara optimal, serta 

berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. 

Undang-undang ini menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta 

mencakup hak-hak lainnya, seperti beristirahat, bermain, dan berinteraksi dengan teman 

sebaya. Anak-anak dengan disabilitas berhak atas rehabilitasi, pemulihan, dan bantuan 

sosial. Selain itu, mereka dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, 

serta ketidakadilan. Anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan bantuan 

hukum dan dukungan lainnya.22 

Telrdapat 4 (elmpat) katelgori dalam pelrlindulngan telrhadap hak-hak anak yaitul hak 

ulntulk kellangsulngan hidulp yang mellipulti aksels telrhadap layanan kelselhatan yang 

melmadai; hak ulntulk pelrtulmbulhan dan pelrkelmbangan anak, telrmasulk hak atas 

pelndidikan formal dan non-formal, selrta hak ulntulk melnikmati standar hidulp yang 

layak bagi pelrkelmbangan fisik, melntal, spiritulal, moral, dan sosial anak; hak 

pelrlindulngan, yang mellipulti pelrlindulngan dari diskriminasi, pelngabaian, 

pelnyalahgulnaan, pelnellantaran, selrta pelrlindulngan bagi anak-anak yang melrulpakan 

ataul pelngulngsi tidak melmiliki kellularga; hak ulntulk partisipasi, yang mellipulti hak anak 

ulntulk belrpartisipasi dan melnyularakan pelndapat dalam selgala hal yang melmpelngarulhi 

kelhidulpan melrelka.23  

                                                           
19 Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap 
Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 
320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." Jurnal Mercatoria 16.1 (2023): 13-30, h. 14. 
20 Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga 
pendidikan pesantren." Res Nullius Law Journal 4.2 (2022): 161-169, h. 164. 
21 Susilawati, Endang Yuliana, Yb Irpan, and Tiara Sari. "Analisis Putusan Hakim Yang 

Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." 
(2020), h. 3. 
22 Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. ―Darurat Kejahatan Seksual‖. Sinar Grafika, 2022, h. 84. 
23 Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. 

"Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam 
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Pelrlindulngan telrhadap anak julga didasarkan pada prinsip-prinsip belrikult yaitul 

anak adalah aselt yang paling belrharga bagi kelbelrlangsulngan hidulp individul, nelgara, 

dan kellularga, olelh karelna itul, hak-haknya haruls dijaga, dilindulngi dan dipelrtahankan; 

prinsip kelpelntingan ultama dan telrbaik bagi anak (thel belst intelrelst of thel child).24 

Pelngelrtian pelrlindulngan anak belrdasarkan tahap-tahap kelhidulpan melrelka, yang 

belrarti haruls dimullai seljak dini dan belrkellanjultan selpanjang kelhidulpan melrelka dalam 

pelrlindulngan telrhadap anak.25 

1. Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 35 Tahuln 2014 telntang Pelrulbahan Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 telntang Pelrlindulngan Anak 

Pasal 13 UU Perlindungan Anak melarang diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah terhadap 

anak, termasuk pelecehan seksual.26 Jika orang tula, wali, ataul pelngasulh anak 

mellakulkan selgala belntulk pelrlakulan yang diselbultkan dalam ayat (1), melrelka akan 

dikelnakan hulkulman yang lelbih belrat selbagaimana diatulr dalam Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Pelrlindulngan Anak.27 

Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

anak. Pasal 54 melindungi anak di lingkungan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, 

seksual, dan kejahatan lainnya. Pasal 59 menegaskan tanggung jawab pemerintah 

dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak.28 Pasal 59A UU Perlindungan 

Anak mengatur perlindungan khusus melalui pengobatan cepat, rehabilitasi fisik, 

psikis, dan sosial, bantuan psikologis dan sosial, bantuan sosial bagi anak dari 

keluarga kurang mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses 

peradilan.29 

Pasal 67B UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak 

korban pornografi mencakup pendampingan, pembinaan, pemulihan sosial, kesehatan 

mental, dan fisik. Pasal 69A mencakup edukasi kesehatan reproduksi, nilai kesusilaan, 

rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dalam proses 

                                                                                                                                                                                 
Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar." Jurnal Konstruksi Hukum 3.1 
(2022): 120-124, h. 121. 
24 E. Setyowati, ―PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN,‖ Jurnal Supremasi 7, no. 2 (2018), 
https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380. 
25 Burhan, Iyaomil Achir. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada 

Anak." Universitas Hasanudin (2017), h. 27. 
26 Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." El-

Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019): 37-44, h. 40. 
27 Novitasari, Nurul. "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak 

pada masa pandemi covid-19." JCE (Journal of Childhood Education) 5.2 (2021): 333-351, h. 341. 
28 Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak." Lex Et Societatis 8.4 (2020), h. 97. 
29 Patepa, and Tizza Ihfada, h. 97.  
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pemeriksaan dan persidangan.30 Pasal 71E menjelaskan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana untuk penyelenggaraan 

perlindungan anak. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain 

yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor. 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak (SPPA) 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai 

pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-

hak anak dalam proses peradilan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan unsur 

kekerasan dalam memutus perkara pidana anak, terutama jika pelaku atau korban 

berusia di bawah 18 tahun. Anak sebagai pelaku tidak langsung diproses hukum, 

tetapi melalui diversi, bagian dari restorative justice, yang melibatkan berbagai pihak. 

Diversi mengutamakan pendekatan non-pemenjaraan. Hak-hak anak dalam UU SPPA 

mencakup perlakuan manusiawi, bantuan hukum, perlindungan sosial, serta hak 

pendidikan dan pembinaan. 

3. Pelratulran Prelsideln Relpulblik Indonelsia Nomor 55 Tahuln 2024 telntang Ulnit 

Pellaksana Telknis Daelrah Pelrlindulngan Pelrelmpulan dan Anak 

Pasal 5 (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab 

menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga 

korban, serta saksi. UPTD PPA memiliki tugas menerima laporan korban, memberikan 

informasi tentang hak-hak korban, serta memfasilitasi berbagai layanan, termasuk 

kesehatan, psikologis, dan psikososial. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan 

layanan hukum, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial. Bagi 

korban penyandang disabilitas, UPTD PPA turut mengidentifikasi kebutuhan khusus 

mereka. UPTD PPA juga berkoordinasi dengan lembaga lain dan aparat penegak 

hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan. 

Fungsi lain dari UPTD PPA termasuk memberikan layanan konseling, menyediakan 

tempat aman (shelter), mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

serta mediasi dan pendampingan bagi korban kekerasan.31 

4. Pelratulran Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia No. Pol. 10 Tahuln 2007 

telntang Organisasi dan Tata Kelrja Ulnit Pellayanan Pelrelmpulan dan Anak (Ulnit PPA) 

di Lingkulngan Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Pasal 3 melngelnai Ulnit PPA belrtulgas melmbelrikan pellayanan, dalam belntulk 

                                                           
30 Aulia, Mohamad Faisal, and Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Seksual." Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana 5.2 (2021): 121-130, h. 125. 
31 Rahayu, Sri, Agus Hendrayady, and Fitri Kurnianingsih. ―Collaborative Governance Dalam 
Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Batam)‖. Diss. Universitas Maritim 
Raja Ali Haji, 2023, h. 7. 
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pelrlindulngan telrhadap pelrelmpulan dan anak yang melnjadi korban keljahatan dan 

pelnelgakan hulkulm telrhadap pellakulnya. Sellanjultnya dalam Pasal 4 melnjellaskan 

bahwa Ulnit PPA melnyellelnggarakan fulngsi: 

1) pelnyellelnggaraan pellayanan dan pelrlindulngan hulkulm 

2) pelnyellelnggaraan pelnyellidikan dan pelnyidikan tindak pidana 

3) pelnyellelnggaraan kelrja sama dan koordinasi delngan instansi telrkait 

5. Pelratulran Daelrah Kota Batam Nomor 2 Tahuln 2016 telntang Pelnyellelnggaraan 

Pelrlindulngan Anak 

Belrdasarkan Pelratulran Daelrah Kota Batam No. 2 Tahuln 2016, pelrlindulngan anak 

melncakulp selmula aktivitas yang melnjamin dan mellindulngi hak-hak anak, selhingga 

melrelka dapat hidulp, tulmbulh, belrkelmbang, dan belrpartisipasi selcara optimal delngan 

martabat manulsia, selrta telrlindulng dari kelkelrasan dan diskriminasi. Prosels 

pelrlindulngan anak melncakulp pelncelgahan dan pelnanganan.32 

Perlindungan anak di Kota Batam diatur dalam berbagai ketentuan yang 

menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 6 mengatur kewajiban 

pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis perlindungan anak, mencegah 

kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta meningkatkan peran berbagai pihak 

dalam melindungi anak. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas 

koordinasi, penyediaan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan 

perlindungan anak. Pasal 7 menekankan pencegahan kekerasan melalui kebijakan, 

sosialisasi, dan pelatihan tenaga layanan. Pasal 9 mengatur layanan perlindungan 

anak, termasuk pengaduan 24 jam, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pasal 15 ayat (5) 

menetapkan tugas KPPAD, sementara Pasal 19 menegaskan sumber pembiayaan dari 

APBD dan sumber sah lainnya. 

6. Pelratulran Gulbelrnulr Kelpri Nomor 60 Tahuln 2016 telntang Dinas Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpulan, Pelrlindulngan Anak, Pelngelndalian Pelnduldulk, dan Kellularga Belrelncana 

Pasal 283 ayat (1) dijellaskan bahwa DP3AP2KB melmiliki tulgas ultama ulntulk 

melrulmulskan dan mellaksanakan kelbijakan telknis di bidang pelmbelrdayaan 

pelrelmpulan, pelrlindulngan anak, pelngelndalian pelnduldulk, dan kellularga belrelncana. 

Sellain melrulmulskan kelbijakan, DP3AP2KB julga belrtanggulng jawab ulntulk 

melngoordinasikan, melmbelrikan dulkulngan pelnyellelnggaraan kelbijakan, mellakulkan 

pelmbinaan, selrta mellaksanakan kelbijakan dan tulgas lain di bidang pelmbelrdayaan 

pelrelmpulan, pelrlindulngan anak, pelngelndalian pelnduldulk, dan kellularga belrelncana 

yang dibelrikan olelh gulbelrnulr.33 Fulngsi dan tulgas Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan 

dan Anak pada Kota Batam melmiliki Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan dan 

Pellindulngan Anak selrta Pelngelndalian Pelnduldulk dan Kellularga Belrelncana 

                                                           
32 Fajrianti, Raja Indriani, Adji Suradji Muhammad, and Edy Akhyari. "Collaborative Governance 

Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020." Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 8.1 
(2022): 1-9, h. 4. 
33 Nazaki, N., & Satyagraha Adiputra, Y. ―Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak‖ (Doctoral dissertation, Universitas 
Maritim Raja Ali Haji) (2023), h. 9. 
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(DP3AP2KB) selbagai belrikult, melrancang dan mellaksanakan program pelmbelrdayaan 

pelrelmpulan dan pelrlindulngan anak; melnyeldiakan layanan konsulltasi dan bantulan 

hulkulm bagi pelrelmpulan dan anak korban kelkelrasan; melnyeldiakan layanan 

konselling, relhabilitasi, dan pelndampingan bagi anak korban kelkelrasan; 

melngulmpullkan dan melnganalisis data kelpelnduldulkan ulntulk pelrelncanaan 

pelmbangulnan; selrta melnyeldiakan aksels dan informasi telntang layanan kellularga 

belrelncana.34 

7. Pelratulran Walikota Batam Nomor 43 Tahuln 2017 telntang Tata Cara Pelmbelntulkan 

Panitia Sellelksi, Sulsulnan Organisasi, Pelmbiayaan dan Tata Kelrja Komisi Pelngawasan 

dan Pelrlindulngan Anak Daelrah 

Pasal 4 menjelaskan tugas KPPAD yang meliputi pengawasan terhadap 

perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan 

terkoordinasi sesuai kebijakan perlindungan anak Indonesia. KPPAD juga 

bertanggung jawab melakukan mediasi, pemberian nasihat, dan advokasi terkait 

pelanggaran hak anak. Pasal 22 mengatur pembiayaan KPPAD, yang dapat bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah 

sesuai peraturan perundang-undangan. Dana APBD digunakan untuk seluruh 

kegiatan KPPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak anak. 

Belrdasarkan wawancara delngan Bapak Abdillah, S.El., M.M., Keltula Komisi 

Pelngawasan dan Pelrlindulngan Anak Daelrah (KPPAD) Kota Batam, tulgas ultama 

KPPAD adalah melnsosialisasikan dan melngawasi pellaksanaan keltelntulan telrkait 

pelrlindulngan anak, selrta melmastikan pelmelnulhan hak-hak anak selsulai ulndang-

ulndang. Pelrlindulngan anak dimullai dari pihak kelpolisian mellaluli Ulnit Pelrlindulngan 

Pelrelmpulan dan Anak (UlPPA), yang belrtulgas melmbelrikan pelrlindulngan kelpada 

pelrelmpulan dan anak. KPPAD melngawasi UlPPA dan akan belrsulara jika UlPPA tidak 

belrfulngsi delngan baik. Sellain itul, Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan, Pelrlindulngan 

Anak, Pelngelndalian Pelnduldulk, dan Kellularga Belrelncana (DP3AP2KB) Kota Batam julga 

belrpelran dalam pelnjangkaulan dan pelmullihan korban. Jika DP3AP2KB tidak 

melnjalankan fulngsinya, KPPAD belrhak melmbelrikan telgulran.35  

Di Kota Batam, telrdapat Ulnit Pellaksana Telknis Daelrah Pelrlindulngan Pelrelmpulan 

dan Anak (UlPTD PPA) yang belrlokasi di Selkulpang. KPPAD Kota Batam belrtanggulng 

jawab ulntulk melngawasi selmula kelgiatan telrkait pelmelnulhan hak dasar dan 

pelrlindulngan anak. Jika hakim melngellularkan pultulsan yang tidak selsulai delngan 

ulndang-ulndang pelrlindulngan anak, KPPAD belrjulang ulntulk melmastikan hak anak 

telrpelnulhi. Masyarakat selring mellapor langsulng kelpada KPPAD delngan harapan 

laporan melrelka akan disellelsaikan, padahal KPPAD belrfulngsi selbagai lelmbaga 

                                                           
34 Salsabila, Lubna. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota 
Batam." Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 5.2 (2022), h. 6-7.  
35 Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang. 

https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi


  

Jurnal Supremasi, Volume 1 Nomor 15  Tahun 2025 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi  
 

 
                   p-ISSN: 2088-1533 

e-ISSN: 2527-3353 

 

58 | Page 

advokasi. Pelngawasan KPPAD melncakulp pelngadilan, kelpolisian, keljaksaan, selrta RT, 

RW, Lulrah, dan orang tula. Selsulai ulndang-ulndang, pelmelrintah pulsat dan daelrah wajib 

melnyeldiakan ulnit ulntulk pelnanganan, pelnjangkaulan, pelncelgahan, dan pelmullihan 

korban. Kelgagalan dalam mellaksanakan kelwajiban ini akan ditindaklanjulti olelh KPPAD 

Kota Batam.36 

Relgullasi dalam belntulk pelratulran pelrulndang-ulndangan selharulsnya melmbelrikan 

kelpastian telrhadap hak konstitulsional anak selbagai korban keljahatan selksulal, 

mellindulngi melrelka selbagai makhlulk Tulhan yang dilindulngi olelh nelgara. Namuln, 

adanya konstitulsi dan relgullasi saja tidak culkulp jika tidak diiringi delngan pelnelgakan 

hulkulm yang elfelktif. Pelnting ulntulk melngulbah paradigma yang selnsitif telrhadap 

gelndelr dan ulsia gulna melngatasi buldaya yang melndiskriminasi pelrelmpulan dan anak. 

Melskipuln tantangan ini sullit, relvitalisasi nilai buldaya sangat dipelrlulkan ulntulk 

melmpelrcelpat pelrulbahan telrhadap hak-hak anak di masyarakat.37 

B. Analisis Perlidungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual 

pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm 

Pelrbulatan pellelcelhan selksulal adalah tindakan yang telrcella karelna mellanggar 

prinsip-prinsip dan norma-norma yang belrakar dalam nilai-nilai sosial-buldaya. Ini 

melruljulk pada sistelm atulran pelrilakul dan pandulan tindakan yang dianult olelh 

masyarakat, yang melncakulp norma kelagamaan, moralitas, dan hulkulm.38 Kelkelrasan 

adalah tindakan yang dapat melnyelbabkan celdelra ataul bahkan kelmatian selselorang, 

dilakulkan baik olelh individul maulpuln kellompok. Masalah pelrlindulngan anak adalah 

komplelks dan dapat melnyelbabkan belrbagai masalah, di mana masalah tidak dapat 

disellelsaikan selcara individulal, teltapi lelbih telpatnya haruls ditangani belrsama.39 

Salah satul hak yang sangat melndasar dan tidak bisa diganggul gulgat dalam hak- hak 

pada diri manulsia yakni hak asasi manulsia, yang dibelrikan kelpada manulsia seljak lahir 

dan haruls dihormati, dipelrtahankan, dilindulngi, dan dijaga. Nelgara sangat 

melngeldelpankan hak asasi manulsia, telrmasulk hak anak, yang dilindulngi/dijamin olelh 

UUD NRI 1945 selrta belrbagai relgullasi lainnya, baik di tingkat nasional maulpuln 

intelrnasional. Pelrlindulngan ini dipelrkulat delngan pelngelsahan Konvelnsi Hak Anak 

mellaluli Kelpultulsan Prelsideln Nomor 36 tahuln 1990. Sellulrulh pihak, baik nelgara, orang 

tula, kellularga, masyarakat, pelmelrintah, maulpuln pelmelrintah daelrah melmiliki kelwajiban 

ulntulk mellindulngi/melmastikan pelmelliharaan dan melnjamin telrpelnulhinya hak anak 

                                                           
36 Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang. 
37 Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." JCIC: Jurnal CIC 

Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 3.2 (2021): 1-10, h. 5. 
38 Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan 
seksual." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.1 (2022): 61-72, h. 65. 
39 Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian 
Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in 
Maqashid Al-Shariah Perspective." Brawijaya Law Journal 7.2 (2020): 195-212, h. 204. 
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selsulai delngan tanggulng jawab masing-masing pelran.40 

 Pelrlindulngan telrhadap anak melncakulp pelmbelrian pelrlakulan dan kelselmpatan 

yang selsulai delngan kelbultulhan melrelka dalam belrbagai aspelk kelhidulpan. Olelh karelna 

itul, ulpaya pelrlindulngan telrhadap hak anak olelh pelmelrintah haruls didasarkan pada 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manulsia, yaitul penghormatan, pelmelnulhan, dan 

pelrlindulngan atas hak anak.41 

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan upaya 

terpadu yang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Dalam proses 

penegakan hukum, aparat bertanggung jawab untuk memberikan sanksi yang adil 

kepada pelaku serta memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya melalui 

penerapan efek jera. Namun, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak berhenti 

pada aspek hukum semata.   

Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, penegak hukum harus 

berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara yang memiliki kapasitas dalam 

mendukung pemulihan korban. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyediakan layanan 

pendampingan hukum, psikologis, serta bantuan medis bagi korban. Selain itu, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga berperan dalam mengawasi implementasi 

perlindungan anak serta mengadvokasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani 

kasus kekerasan seksual terhadap anak.42 

Di tingkat daerah, lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial bagi korban. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan rumah aman, 

psikolog, serta tenaga medis untuk memastikan anak korban kekerasan seksual 

mendapatkan pemulihan yang optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai 

pencegahan kekerasan seksual juga menjadi bagian dari upaya yang harus terus 

ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan 

lembaga perlindungan anak, diharapkan korban kekerasan seksual tidak hanya 

mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk memulihkan 

kondisi fisik dan psikologis mereka serta kembali menjalani kehidupan dengan baik.   

 

 

 

                                                           
40 Saragih, Denny Hardy Pranata. Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp). 
Diss. Universitas Medan Area, 2019, h. 53. 
41 Lubis, Muhammad Syahputra. Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam 

Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak 
(Studi Putusan No. 67/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). Diss. Universitas Medan Area, 2019, h. 3. 
42 Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap 
anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." Jurnal 
Meta Hukum 2.3 (2023): 18-33, h. 30. 
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Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak di Kota Batam 

Tahuln Laki-laki Pelrelmpulan Julmlah Kasuls 

2021 15 66 81 

2022 12 73 85 

2023 17 85 107 
Sumber: Data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam 

Berdasarkan data di atas, jumlah aduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan dan 

Pengawasan Anak Daerah Kota Batam masih tergolong tinggi dan telah memasuki fase 

darurat kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut hanya mencerminkan kasus yang 

dilaporkan, sementara banyak kasus lainnya tidak berani dilaporkan kepada pihak 

berwenang karena berbagai alasan, seperti rasa takut, rasa malu, kurangnya pengetahuan 

tentang cara melapor, serta minimnya perhatian dari orang tua terhadap anak yang 

menjadi korban.  Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. 

Akibatnya, kasus serupa terus berulang tanpa penanganan yang efektif. Diperlukan 

langkah-langkah konkret dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta peningkatan 

mekanisme perlindungan agar anak-anak dapat terlindungi dari ancaman kekerasan 

seksual. 

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Alex T. A.D, S.T., S.H., M.H., selaku Kanit 

Reskrim Polsek Sei Beduk, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap 

meningkatnya kasus pelecehan seksual di Kota Batam. Salah satu penyebab utama adalah 

pergaulan bebas dan pola pacaran remaja yang tidak terkontrol, sehingga meningkatkan 

kerentanan terhadap pelecehan. Selain itu, kemajuan teknologi turut berperan dalam 

penyebaran konten tidak pantas melalui internet, yang mempengaruhi perilaku remaja 

akibat kurangnya edukasi seksual yang sehat. Kurangnya pendidikan dini mengenai 

aurat dan nilai moral membuat anak tidak menyadari pentingnya melindungi diri. 

Rendahnya kesadaran dan pengawasan orang tua juga menjadi faktor, ditambah dengan 

kondisi ekonomi sulit yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan 

pengawasan anak. Oleh karena itu, peningkatan kasus pelecehan seksual di Batam 

bersifat kompleks dan mencakup aspek sosial, budaya, serta ekonomi. Diperlukan kerja 

sama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan 

pendidikan, bimbingan, dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja.43 

Kota Batam telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan 

predikat Nindya selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 22 Juli 2022 dan 23 Juli 

2023. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah 

daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.  Pada penghargaan KLA 

2023, Menteri PPPA mengapresiasi dedikasi pemimpin daerah dalam mewujudkan 

wilayah yang ramah bagi anak. Delegasi Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas 

                                                           
43 Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 

September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk. 
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, menerima 

penghargaan tersebut pada 23 Juli 2023.44  

Melnulrult wawancara delngan Bapak Abdillah, S.El., M.M., Keltula Komisi 

Pelngawasan dan Pelrlindulngan Anak Daelrah (KPPAD) Kota Batam, pelnghargaan ini 

didasarkan pada indikator julmlah kasuls kelkelrasan telrhadap anak yang ditangani. 

Dalam kasuls dalam pultulsan pelngadilan Nomor 17/Pid.Suls/2024/PN Btm bellulm 

melncelrminkan keladilan bagi anak di Kota Batam, maka dipelrlulkan ulpaya yang lelbih 

selriuls dari pelmelrintah dan pelnelgak hulkulm.45 

Kasuls kelkelrasan selksulal dalam Pultulsan Nomor 17/Pid.Suls/2024/PN Btm, 

belrmulla pada hari Sellasa tanggal 5 Selptelmbelr 2023 di Kota Batam, telrdakwa belrinisial 

AZ mellakulkan tindakan pellelcelhan telrhadap (korban) anak saksi FF, yang saat itul 

belrulsia 14 tahuln melnjadi korban pellelcelhan selksulal. AZ sellakul telrdakwa melngajak 

anak korban mellaluli pelsan Instagram ulntulk datang kel rulmahnya di Kampulng Mellayul, 

Kota Batam. Keldulanya adalah teltangga, saat melrelka seldang belrbicara di rulang tamul, 

telrdakwa melminta anak korban ulntulk masulk kel kamarnya. Telrdakwa kelmuldian 

melndelkati anak korban yang seldang belrbaring dan melngantulk, melmellulk dan 

melnciulm lelhelrnya, selrta melrelmas dan melraba payuldaranya. Seltellah itul, anak korban 

telrtidulr dan telrbanguln selkitar pulkull 16.00 WIB. Telrdakwa, yang saat itul suldah tidak 

belrbulsana, melndelkati anak korban dan mellakulkan tindakan tidak selnonoh. Melnulrult 

visulm elt relpelrtulm dari RS Bhayangkara, tidak telrdapat lulka ataul tanda kelkelrasan pada 

korban, teltapi ditelmulkan robelkan pada selaput dara korban. Berdasarkan Akta 

Kellahiran pada saat keljadian, anak korban belrulsia 14 tahuln dan 10 bullan. Melngacul 

pada UlUlRI Nomor 17 Tahuln 2016 melngelnai Pelrlindulngan Anak, telrdakwa dinyatakan 

belrsalah atas tindak pidana mellakulkan tipul mulslihat telrhadap anak delngan maksuld 

mellakulkan pelrseltulbulhan delngannya. Telrdakwa divonis hulkulman pelnjara sellama 12 

tahuln dan delnda seljulmlah Rp100.000.000,00. Jika delnda tidak dibayar, telrdakwa akan 

melnjalani pidana kulrulngan sellama 6 bullan. Masa pelnangkapan dan pelnahanan 

telrdakwa akan dikulrangkan dari pidana yang dijatulhkan. Kelmuldian barang bulkti 

belrulpa pakaian korban dikembalikan kelpada korban, dan telrdakwa dikelnakan biaya 

pelrkara seljulmlah Rp5.000,00. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal 

anggaran untuk perlindungan anak menyebabkan proses hukum dan pemulihan bagi 

korban menjadi sulit dan tidak optimal.46 

Menurut teori Rechtsidee dalam karya I Nyoman Nurjaya oleh Gustav Radbruch, 

hukum ideal harus mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch 

                                                           
44 Mediacenter. " 2 Tahun Terakhir, Batam Berturut-turut Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak." 
Mediacenter, 2023 https://mediacenter.batam.go.id/2023/07/24/2-tahun-terakhir-batam-berturut-
turut-perthankan-prestasi-kota-layak-anak/ 
45 Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang. 
46 Putusan MA Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm 
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menekankan bahwa tanpa cita hukum, hukum kehilangan substansi dan identitasnya.47 

Dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa AZ, prinsip keadilan menjadi fokus 

utama. Asas keadilan menegaskan bahwa hukum harus adil dan memberikan perlakuan 

setara bagi setiap individu.48 Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak berarti 

kesetaraan mutlak, melainkan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap kasus untuk 

memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak.49 Pemidanaan pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak bertujuan memberikan efek jera serta memulihkan kondisi korban. 

Prinsip restorative justice menekankan pemulihan hak-hak korban, bukan sekadar sanksi 

bagi pelaku. Identitas anak harus dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi dan 

memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikologis yang optimal.50 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdillah, KPPAD Kota Batam menghadapi 

kendala dalam menjalankan tugasnya akibat minimnya dukungan alokasi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak dilantik pada Maret 2019. Pemerintah Kota 

Batam lebih memprioritaskan alokasi APBD untuk kepentingan politik, seperti 

pembangunan infrastruktur, umrah bagi pejabat, dan pembelian pakaian untuk ibu-ibu 

PKK. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam lebih mengutamakan 

kepentingan politik dibandingkan dengan perlindungan anak serta memanfaatkan 

simbol anak untuk meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).51 

Kendala utama dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota 

Batam meliputi pelaku yang sering melarikan diri, minimnya informasi identitas pelaku, 

serta inkonsistensi keterangan dari korban dan keluarga. Selain itu, korban yang 

mengalami trauma berat sering kesulitan memberikan keterangan, terutama jika memiliki 

kondisi khusus seperti autisme atau gangguan mental lainnya. Proses pemeriksaan 

memerlukan pendekatan sensitif agar korban merasa aman. Oleh karena itu, kepolisian 

perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan 

optimal bagi korban kekerasan seksual anak. 

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Polsek Sei Beduk, Kota 

Batam, berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, mencakup upaya preventif dan represif. 

Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi di sekolah serta media untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, upaya represif meliputi penegakan 

                                                           
47 Pawestri, Aris Yuni. "Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan 

Indonesia." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17.2 (2019): 96-111. Hlm 98 
48 Djoko Wicaksono R, ―Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam 
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik,‖ Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2021), 
https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278. 
49 Terj. Oetarij Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 11. Dalam 
Andrisman, Tri, and D. W. Damanhuri Warganegara. "Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis 
Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan." (2022), h. 13. 
50 Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap 
anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." Jurnal 
Meta Hukum 2.3 (2023): 18-33, h. 29-30. 
51 Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang. 
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hukum tegas, penyelidikan mendalam, serta penerapan sanksi yang sesuai. Pemeriksaan 

kesehatan dan pendampingan psikologis juga dilakukan untuk memastikan pemulihan 

korban. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi anak serta 

memastikan pelaku kejahatan mendapat sanksi yang setimpal.52 Untuk meningkatkan 

perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, pada anak di Kota Batam 

khulsulsnya pada kasuls Pultulsan Nomor 17/Pid.Suls/2024/PN Btm antara lain: 

1. Implelmelntasi Pelratulran Pelrulndang-ulndangan 

Pelntingnya implelmelntasi pelratulran pelrulndang-ulndangan adalah ulntulk 

melmastikan bahwa selmula pihak, baik pelmelrintah pulsat maulpuln daelrah, melmiliki 

peldoman yang jellas dalam mellindulngi anak. Delngan pelratulran yang konsisteln, 

diharapkan tindakan nyata dapat diambil ulntulk mellindulngi hak-hak anak dan 

melncelgah kelkelrasan lelbih lanjult.53 Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2014 telntang 

Pelrlindulngan Anak melngatulr selcara jellas belrbagai belntulk pelrlindulngan yang haruls 

dibelrikan kelpada anak, telrmasulk pelrlindulngan dari kelkelrasan dan pellelcelhan 

selksulal. Pasal 59A, melngatulr bahwa anak yang melnjadi korban pellelcelhan haruls 

melndapatkan pelnanganan, telrmasulk relhabilitasi fisik, psikologis, dan sosial.54 

Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

melngatulr bagaimana anak yang belrhadapan delngan hulkulm, baik selbagai pellakul 

maulpuln korban, haruls dipelrlakulkan selcara manulsiawi delngan melmpelrtimbangkan 

hak-hak melrelka.55 Kota Batam melmiliki Pelratulran Daelrah Nomor 2 Tahuln 2016 

telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindulngan Anak yang melngatulr belrbagai aspelk 

pelrlindulngan anak di tingkat lokal.56 

2. Penguatan Pelran KPPAD (Komisi Pelngawasan dan Pelrlindulngan Anak Daelrah) 

KPPAD Batam belrtulgas melngawasi pellanggaran hak anak, melmbelrikan 

advokasi kelpada korban, dan mellakulkan sosialisasi melngelnai pelrlindulngan anak. 

KPPAD julga melmiliki pelran dalam melmbelrikan saran kelbijakan kelpada pelmelrintah 

lokal. Pelran KPPAD sangat pelnting dalam melnciptakan melkanismel kontrol sosial 

dan pelnelgakan hak anak di masyarakat. Delngan mellakulkan advokasi dan sosialisasi, 

KPPAD dapat melningkatkan kelsadaran masyarakat melngelnai hak anak dan potelnsi 

risiko yang melrelka hadapi, selrta melmbelrikan dulkulngan bagi anak yang melnjadi 

                                                           
52 Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 
September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk.  
53 Wura, Hilarius Horo, and Ferdinandus Ngau Lobo. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Di Kabupaten Flores Timur." Jurnal Multidisiplin Inovatif 8.7 (2024), h. 642. 
54 Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari 
undang-undang perlindungan anak." Lex Crimen 7.3 (2018), h. 127. 
55 Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Retentum 1.01 (2019).Hlm 19 
56 Nazaki, Nazaki, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Diss. Universitas 
Maritim Raja Ali Haji, 2023, h. 2. 
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korban.57  

3. Kelrja Sama delngan Lelmbaga Lain 

Kelrja sama antara belrbagai lelmbaga sangat pelnting ulntulk melnciptakan sinelrgi 

dalam pelnanganan kasuls pellelcelhan selksulal. Delngan kolaborasi yang baik, 

pelnanganan kasuls dapat dilakulkan selcara lelbih elfelktif dan melnyellulrulh, 

melmastikan bahwa seltiap aspelk dari pelrlindulngan anak telrakomodasi. Di 

lingkulngan kelpolisian, UlPPA melmbelrikan pellayanan hulkulm kelpada pelrelmpulan 

dan anak yang melnjadi korban keljahatan, telrmasulk pellelcelhan selksulal. UlPPA 

mellakulkan pelnyellidikan, pelnyidikan, dan belkelrja sama delngan instansi telrkait 

dalam pelnanganan kasuls.58 Julga Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpulan dan Anak 

(DP3AP2KB), Dinas ini belrtanggulng jawab melrulmulskan kelbijakan dan melmbelrikan 

layanan pelrlindulngan anak, telrmasulk konsulltasi hulkulm, relhabilitasi, dan 

pelndampingan bagi anak korban kelkelrasan.59 

4. Pelndampingan Hulkulm dan Psikososial 

Anak-anak korban pellelcelhan selksulal belrhak melndapatkan bantulan hulkulm, baik 

dari pelngacara maulpuln lelmbaga bantulan hulkulm. Sellain itul, melrelka julga 

melmbultulhkan pelndampingan hulkulm ulntulk melmastikan bahwa prosels pelradilan 

belrlangsulng adil dan selsulai delngan hak-hak anak.60 Relhabilitasi psikologis dan sosial 

pelnting ulntulk melmullihkan kelselhatan melntal dan elmosional anak, yang selring kali 

telrganggul akibat pelngalaman traulmatis. Pelmelrintah dan lelmbaga telrkait wajib 

melnyeldiakan layanan relhabilitasi yang komprelhelnsif, mellipulti aspelk kelselhatan fisik 

dan melntal anak.61 Tanpa dulkulngan yang melmadai, anak dapat melngalami dampak 

jangka panjang yang melrulgikan. 

5. Pelnyeldiaan Anggaran dan Fasilitas yang Melmadai 

Pelmelrintah Kota Batam pelrlul melngalokasikan anggaran yang melmadai ulntulk 

program pelrlindulngan anak, telrmasulk ulntulk melndulkulng opelrasional KPPAD dan 

lelmbaga-lelmbaga telrkait lainnya. Pelmelrintah daelrah haruls melmastikan telrseldianya 

fasilitas yang melmadai, selpelrti rulmah pelrlindulngan selmelntara (shelltelr) bagi anak 

                                                           
57 Nadya, Purnama Sari. Peran Kppad Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pontianak. Diss. Ikip Pgri Pontianak, 
2022. 
58 Octaviani, Elizabeth, and Junifer Dame Panjaitan. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi." Comserva: Jurnal 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.08 (2023): 2946-2954, h. 2947. 
59 Rahmi, Nuzulul, and Saddam Rassanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual 
terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial & Ilmu Politik 8.1 (2023). 
60 Bella, Balqis Salsa. ―Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh‖. Diss. UIN Ar-
Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023, h. 49. 
61 Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan 

Seksual." Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1.4 (2024): 356-367, h. 361. 
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korban pellelcelhan, selrta fasilitas layanan hulkulm dan psikologis yang muldah 

diaksels.62 Dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan, selpelrti Ulndang-Ulndang 

Pelrlindulngan Anak dan Ulndang-Ulndang Sistelm Pelradilan Pidana Anak, 

melneltapkan bahwa pelmelrintah, baik pulsat maulpuln daelrah, belrtanggulng jawab 

dalam melnyeldiakan anggaran dan fasilitas ulntulk pelrlindulngan anak khulsulsnya 

pelmelrintah Kota Batam dalam mellindulngi hak-hak anak di Batam. 

6. Pelrlindulngan Khulsuls Sellama Prosels Pelradilan 

Sellama prosels hulkulm, anak-anak yang melnjadi korban haruls melndapatkan 

pelndampingan intelnsif dari kellularga, psikolog, maulpuln advokat. Ini pelnting ulntulk 

melmastikan anak tidak melngalami traulma tambahan sellama prosels pelradilan. Pada 

prosels hulkulm yang selnsitif telrhadap anak, pelngadilan haruls melmastikan bahwa 

prosels hulkulm telrhadap kasuls pellelcelhan anak dijalankan delngan melmpelrhatikan 

kelpelntingan telrbaik anak, selrta mellibatkan ulnit-ulnit khulsuls selpelrti UlPTD PPA 

ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan yang melmadai sellama prosels belrlangsulng.63 

 

PENUTUP  

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia telah 

memiliki dasar yang kuat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi regulasi 

ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan 

dukungan bagi korban. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN 

Btm yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa AZ menunjukkan 

bahwa pelaku kejahatan terhadap anak dapat dihukum berat. Meskipun demikian, 

keadilan bagi korban belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kendala dalam 

pemulihan korban serta keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah konkret seperti peningkatan peran KPPAD, kerja sama antar-

lembaga, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan hak-hak anak 

terlindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang seutuhnya. 
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